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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai: Prosedur Hutang-Piutang
Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep? Tujuan yang ingin
dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur hutang-piutang
hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep dan untuk melakukan
penilaian terhadap prosedur hutang-piutang fasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora
Barat Ganding Sumenep perspektif hukum Islam, dan untuk mengetahui status hukum
dianalisis dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan
hukum Islam yaitu istihsan. Disamping itu, masalah ini juga dilator-belakangi oleh
ketertarikan peneliti bahwa sistem ini terlahir dari tradisi (‘urf) yang berkembang di
masyarakat, dimana sistem Aasanah sudah ada sebelum adanya Koperasi Wanita Yasmin,
lalu Koperasi Wanita Yasmin menjadikan sistem yang sudah dikenal masyarakat ini sebagai
produk koperasi dengan berbagai perbedaaan dan ketentuan yang lebih prosedural.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi, dan setalah itu disajikan secara deskriptif. Setelah itu, data yang telah
diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu dengan menyimpulkan
masalah berdasarkan Hukum Islam sesuai data-data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini telah ditentukan beberapa temuan studi yaitu (1) Prosedur
hutang-piutang hanasah yang berjalan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding
Sumenep hampir sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain, yakni: Perzama, pengajuan
modal oleh ‘anggota koperasi. Kedua, persctujuan modal. Kesjga, pecarian uang. Dalam
pengembalian vang yang dipinjam harus membayar hasanah tiap bulan sebanyak 2%, dan
jika terjadi keterlambatan, pengutang harus membayar denda 1% perhari dikali jumlah
keterlambatan. (2) Prosedur hutang-piutang fasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora
Barat Ganding Sumenep, masih sah menurut hukum Islam. Praktek hutang-piutang hasanah
juga mengandung masiahah, hal ini sesuai dengan metode istihsan berdasar pada ayat
Qur’an Surat A/-Zumar ayat 18 dan hadis riwayat Imam Ahmad. Kebolehan tersebut karena
perannya yang sangat strategis dalam permberdayaan ekonomi. Transaksi dengan model
hasanah sudah dianggap biasa (“‘urf) oleh masyarakat di sana dan mereka juga merasa senang
karena terbantu dalam pengembangan usahanya. Selain itu, dalam pengambilan kebijakan
hasanah sudah atas persetujuan anggota dan pengurus, schingga kebijakan ini tidak
memberatkan anggota koperasi.

Dari kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan adanya penelitian ini, agar ada
tindak lanjut yang lebih kongkrit dari pihak-pihak yang perhatian terhadap pengembangan
ekonomi mikro melalui koperasi-koperasi dengan berbagai modal-model produk (sistem)
yang adil, benar dan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya masyarakat yang taraf
ekonominya menengah kebawah. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita
semua.

vi
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ini terus berputar dan berbagai perkembangan kekinian
banyak mengalami inovasi selaras dengan peningkatan gaya hidup
masyarakat serta sistem pelayanan yang serba komputerisasi. Siapapun yang
tidak mau berinovasi akan kalah dalam kompetisi (persaingan) meraih
sumber-sumber pendapatan ekonomi.

Dalam mengawal kehidupan dan terus meningkatnya persaingan,
inovasi yang dilakukan untuk menemukan konsep-konsep atau pemikiran
baru, umat Islam harus tetap berlandaskan kepada al-Qur’an dan al-Hadis,
Semua itu sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengimplementasikan
nilai-nilai agamanya dalam kehidupan. Karena mereka baru bisa dikatakan
sebagai penganut agama yang baik apabila tetap konsisten sesuai prinsip al-
Qur’an dan al-Hadis.

Ajaran yang datang dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad SAW
berupa al-Qur’an dan al-Hadis sudah sempurna (kaffah). Segala ajaran itu
terjabarkan melalui contoh-kebijakan yang telah dilakukan Nabi semasa
hidupnya dan diteruskn oleh sahabat serta umatnya sampai sekarang. Namun
ternyata ada persoalan yang dijumpai masyarakat Islam ketika itu, yang

tidak dapat diselesaikan lewat wahyu. Dalam keadaan seperti ini, Nabi

1



menyelesaikan dengan pemikiran, pendapat dan terkadang pula melalui
musyawarah dengan para sahabat .’

Dalam hal kita memberikan kebijakan hukum terhadap penemuan-
penemuan baru, utamanya dalam masalah muamalah perlu ada ijtihad baru
agar sesuatu tersebut bisa diketahui identitas hukumnya. Karena Rasulullah

SAW bersabda:

Artinya: “Kalian labih tau tentang urusan duniamu’®

Berbagai bentuk formulasi pengembangan ekonomi di masyarakat
sekarang ini, menjadi hal penting untuk diangkat sebagai bahan diskusi dan
penelitian, guna menilai bentuk-bentuk tersebut apakah sesuai dengan hukum
Islam atau tidak. Jika praktek tersebut bertentangan dengan hukum Islam, itu
harus dievaluasi dan didudukkan sebagaimana mestinya. Setiap kebijakan
yang bersinggungan dengan hukum Islam seharusnya dilakukan penelitian

atau pengkajian terlebih dahulu, sehingga ada fatwa® yang jelas dan kuat

" Iskandar Usman, Istibsan dan Pembeharuan Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
1994), hal.

2HR. Abul Hasan Muslim Bin Hajjad, Jami’ As-Shahih Muslim, hal. 95, no. 238, Maktabah
Syamela. Pakistan,

? Fatwa keagamaan sebagai hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan
warna dan corak yang elegant tentang ajaran al-Qur’an dan al-Hadis, sehingga umat Islam akan
mengetahui secara persis seluk-beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaanya. jika tidak
ada fatwa, niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam
kehidupan masyarakat modemn sekarang ini. Tetapi jika ada fatwa, maka manusia akan tentram dan
mengetahui mana yang seharusnya dikerjakan dalam proses peribadatan maupun dalam pergaulan
hidup antara sesama umat Islam sendiri. (H. Rohadi Abd. Fatah, Analisa Farwa Keagamaan dalam
Figih Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), hal. 03



mengenai hukum dari suatu praktek perputaran ekonomi. Hal ini untuk
menghindari masyarakat Islam sendiri terjcbak dalam sistem yang salah atau
berlebel halal namun esensinya merugikan dan bertentang-n dengan hukum
Islam,

Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan
kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.
Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1
UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-
kebiasaan nenck moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai
daerah di Indonesia di antaranya adalah “arisan” untuk daerah Jawa Tengah
dan Jawa Timur, “mitra cai”* daerah Jawa Barat, “Mapalus”’ di daerah
Sulawesi Utara, dan kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk
daecrah Bali, merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan
menunjukkan usaha atau kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan
kekeluargaan. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan,
kegotongroyongan, hubungan sosial, nonprofit dan kerjasama disebut pra-
koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih
dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat ke pedesaan. Selaras

dengan perkembangan yang terjadi di berbagai daerah seperti di atas

* Yakni Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai Guna Karya Cikolawing II.
mitracai.blogspot.com/p/adart.html. Tanggal 19 Juli 2011

’ Mapalus adalah suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dalam
budaya Suku Minahasa. Secara fundamental, id.wikipedia.org/wiki/Mapalus. Tanggal 19 Juli 2011



tersebut, berbagai penemuan di bidang teknologi (revolusi industri)
kemudian bermunculan, yang selanjutnya melahirkan tata dunia ckonomi
baru. Tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan
perseorangan, yaitu kaum pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau
pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-
baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya.
Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem
ckonomi kapitalis/liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya
kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi
masyarakat ekonomi lemah. Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul
kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan
mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris
yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles
Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze
memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh
koperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle.
Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di
dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi.®

Di Indonesia sendiri awalnya koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh

R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896 dengan

§ Artikel dikutip dari http://community. gunadarma. ac.id/blog/view/id 1893/title sejarah
koperasi-perkembangan-dj-indonesia. 14 April 2011.



mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat
hutang dengan rentenir. Dalam mendirikan koperasi tersebut beliau
menggunakan uang pribadinya untuk modal koperasi. Koperasi tersebut lalu
berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Namun
pada saat itu koperasi sempat mengalami kendala yang menyebabkan banyak
koperasi yang berjatuhan karena tidak mendapat izin koperasi dari belanda,
akan tetapi pada tahun 1933 koperasi menjamur kembali bersamaan dengan
dikeluarkannya UU yang mirip UU no. 431 schingga mematikan usaha
koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki
Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini
berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang
untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia
merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia
mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini
kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Sejak dikenalkannya koperasi pada tahun 1896 akhimya koperasi
berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi
di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup
kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu

sesuai dengan iklim lingkungannya.’

7 erawaltiblog. blogspot.cony.../sejarab-berdirin ya-koperasi-dan. bt. Tanggal 21 Juli 2011



Sekarang, komitmen dan bantuan pemerintah terhadap gerakan
koperasi dapat pula dinilai sebagai kemajuan. Hal ini ditandai dengan
meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan pendidikan dan latihan yang
menyangkut segi kewiraswastaan, perkoperasian, keorganisasian, dan
keterampilan. Berdasarkan survey, potensi koperasi di Jawa Timur yang
bergerak di sektor ritel saja tidak kurang dari 40% dari jumlah koperasi yang
ada, atau kurang lebih 7.730 koperasi yang mempunyai usaha di sektor ritel.
Kondisi ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan koperasi baik dari segi
jumlah anggota, penyebaran wilayah, dan potensi pasar yang sama sekali
belum tersentuh secara maksimal terutama oleh pelaku koperasi ritel ity
sendiri.®

Meningkatnya jumlah unit dan anggota koperasi bisa dianggap sebagai
indikator meningkatnya kesadaran berkoperasi dan partisipasi masyarakat
dalam gerakan koperasi. Namun hal ini banyak disebabkan oleh intervensi
pemerintah dalam memobilisasikan anggota masyarakat melalui aparat-
aparatnya dan subsidi besar yang diberikannya sebagai rangsangan.
Akibatnya koperasi lebih banyak melayani keperluan melaksanakam program
pemerintah daripada melayani kebutuhan anggotanya. Selain masalah tadi,
koperasi yang telah berkembang secara kuantitatif itu juga mempunyai

sejumlah masalah yang bersifat mikro. Pada pokoknya masih terdapat

8 www.akrijatim. comvarsip/ 14 April 2011,



kekurang-sesuaian antara ciri-ciri dan prinsip-prinsip perkoperasian dan
sistem atau pola organisasi usaha yang harus bekerja dalam sistem pasar
bebas dengan intervensi yang pada dasarnya masih berasumsi pada sistem
pasar bebas itu.’

Sebenarnya, sistem koperasi sebagai organisasi modern masih dihambat
oleh elemen tradisi masyarakat yang masih paternalistik dan patrimonialistik
yang membuka peluang bagi berkembangnya pola manajemen yang tertutup.
Kurang berkembangnya individualitas dan kontrol sosial dari anggota
memberi kesempatan bagi kecenderungan penyelewengan pengurus yang
bertindak tidak jujur atau mengambil keuntungan dalam kedudukannya
sebagai pengurus, untuk memenuhi kepentingan pribadi. Di pihak lain, pola
manajemen tertutup dan kecendrungan penyelewengan ini timbul karena
sulitnya mengembangkan profesionalisme yang belum mendapat tempat dan
legitimasi dalam sistem organisasi koperasi itu sendiri yang selanjutnya
menimbulkan kesulitan untuk berfungsi dan berperan efektif dalam sistem
pasar yang efektif,'°

Berkembangnya koperasi dan secara khusus di Jawa Timur sebagaimana
data di atas, menunjukkan koperasi telah diterima masyarakat dan

manfaatnya telah dirasakan oleh mereka, Dengan adanya koperasi sebagai

? M. Dawam Rahardjo, Perckonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis, (Jakarta: PT
Pustaka LP3ES, 1087), hal. 214-215
' M. Dawam Rahardjo, Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis... hal. 214-215
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lembaga keuangan dan perkreditan, masyarakat terbantukan untuk
mengembangkan kepentingan mereka, khususnya anggota koperasi sendiri.
Koperasi juga disebut telah membantu dalam aktualisasi UU Dasar Republik
Indonesia pasal 33 yang menyebutkan, “Perekonomian disusun secbagai usaha
bersama berdasar atas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan yang dimaksud di
pasal ini, tidak lain dalam pelaksanaannya adalah berbentuk koperasi. '!

Mayoritas pendududuk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu,
kehidupan ekonominya didasarkan atas prinsip  bertolong-menolong
(ta’awun). Sebagaimana firman Allah:

e
2o Nge 3

&e
i 142303 95133,/.3? = 15555 Vs (s5a3015 71 Je 145505

-

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”,
(surat \5) al-Maidah: 2)."

Ayat di atas jika dikontekstualisasikan dalam bidang ekonomi berarti,
setiap pribadi muslim berkewajiban untuk saling tolong-menolong agar
tercipta keseimbangan, keadilan dan kemerataan dalam pemenuhan ekonomi

saudara muslim lainnya. Selain karena pelakunya akan mendapat pahala yang

besar dari Allah swt, sebagaimana janji Allah berikut:

! Mochtar Efendy, Membangun Koperasi di Madrasah dan Pondok Pesantren. (Jakarta: PT.

Bhatara Karya, 1986), hal. vii
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12 Al-Quran dan Terjemahannys, Departemen Agama, (Surabaya: PT. Mahkota, 1989), hal.
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Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baikf325),
niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa
memberi syafa'at yang buruk/326], niscaya ia akan memikul bahagian (dosa)
dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesvatu. (Surat (4) al-Nisaa:
83).7

Yang dimaksud ta’awun di atas artinya adalah bekerja sama antara
manusia sesama manusia untuk membina penghidupan; hal ini mempunyai
persamaan dengan koperasi, yaitu koperasi yang diterapkan di dalam
masyarakat Islam didalam Negara yang berdasarkan pancasila. Di ikatan
koperasi para anggota bekerja sama sebagai media tolong menclong, berarti
dengan tolong-menolong dalam ikatan kopersi artinya juga para penggiat
koperasi terlah melaksanakan salah satu perintah Allah; dengan berkoperasi
berarti kita menolong para anggota untuk meringankan beban ekonominya,
oleh karena itu berkoperasi juga berpahala.’

Fungsi dan peran koperasi secara lebih rinci menurut Undang-Undang
Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

dan sosialnya. Tentu saja dalam konteks pembangunan wilayah fungsi dan

1 Al-Quran dan Tegjemahannys, hal. 133
"* Mochtar Efendy, Membangun Koperasi di Madrasah dan Pondok Pesantren...hal. 02
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peran koperasi itu tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota koperasi dan masyarakat lokal. Sementara itu, dengan adanya
kebijakan otonomi daerah, terbuka peluang bagi pemberdayaan koperasi
secara lebih baik sehingga sebutan koperasi sebagai penggerak ekonomi
rakyat di daerah diharapkan benar-benar akan terwujud. Jika fungsi dan peran
koperasi yang dicita-citakan pada satu sisi dan pemberdayaaan koperasi
melalui kebijakan otonomi daerah terlaksana dengna tepat pada sisi lainnya,
akan ada sinergi dimana koperasi memberikan kontribusi besar dalam
pembangunan wilayah.'®
Ada beberapa peluang dan kesempatan yang terbuka bagi koperasi:

Pertama, menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat
di pedesaan. Kuncinya terlatak pada usaha diversifikasi dan pendirian
industri-industri pengolahan bahan-bahan pertanian, baik yang bisa dilakukan
oleh koperasi primer yang telah mencapai taraf model koperasi maupun oleh
koperasi sekunder; Kedua, membent uk koperasi di sektor modern, khususnya
disektor perkotaan, alasannya karena adanya potensi ekonomi yang bisa
dikoperasikan, terjadinya modal pada induk-induk koperasi serta dukungan
anggotanya yang telah berpendidikan dan relatif tinggi kesadaran
berkoperasinya, yang memungkinkan dikembangkannya organisasi

managemen modern; Ketiga, koperasi bisa diformulasi dengan sistem islami,

'3 Pariaman Sinaga, dkk, Koperasi dalam Sorotan Peneliti, ( Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2007
), hal. 207-208
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karena landasan pendirian koperasi sesuatu dengan prisnip Islam, yakni
tolong-menolong. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim tentunya
membutuhkan solusi untuk pengembangan uangnya dan termasuk diantara
lembaga keuangan adalah koperasi, jadi mereka dapat menginvestasikan
uangnya di koperasi dengan sistem syariah tentunya. Khususnya ini sangat
dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang mereka sulit menjangkau bank,
di daerahnya sendiri bisa dibentuk koperasi untuk memutar uangnnya atau
meminjam dengan kredit, '°

Dalam konteks perputaran uang di koperasi, khususnya akad simpan-
pinjam sumber dana koperasi berasal dari simpanan pokok, wajib dan
simpanan sukarela. Sumber dana lain berupa pinjaman dari Lembaga Suadaya
Desa (LSD), setempat. Ada juga yang memperoleh modal dari koperasi
setempat. Koperasi-koperasi kredit umumnya memberikan kredit untuk
usaha pertanian, perdagangan dan juga untuk kepe.luan konsumsi. Dalam
memberikan pinjaman, koperasi kredit tidak memungut biaya permintaan
kredit, tetapi ada juga yang memungut biaya materai dan biaya administrasi
sebesar sekitar 2 sampai 5% dari jumlah pinjaman. Kredit diberikan dalam
bentuk uang, dengan jangka waktu berkisar 10 minggu. Cara pembayaran
dengan angsuran mingguan. Tingkat tingkat suka bunga pinjaman berkisar 1

sampai 8% dan dibayar dibelakang. Mereka menetapkan ketentuan jumlah

M Darwam, Perekonomian Indonesis, Pertumbuban dan Krisis... hal. 218
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maksimum dan minimum kredit. Tak ada keharusan menyerahkan jaminan,
namun ada juga yang menetapkan simpanan pada koperasi sebagai jaminan
kredit. Umumnya bagi mereka yang terlambat membayar angsuran tidak ada
sanksi, nar;lun bila ternyata peminjam tidak membayar kembali maka ia tidak
diiperbolehkan meminjam lagi, bahkan mungkin akan dikeluarkan dari
keanggotaan koperasi. Prosedur permohonan kredit mudah, yaitu calon
peminjam cukup datang ke kantor koperasi pada hari dan jam kerja untuk
mengajukan permohonan kredit dan biasanya diutamakan anggota yang
setia.!’

Salah satu koperasi yang terjadapat di Jawa Timur, tepatnya di kota
Sumenep Madura ialah Koperasi Wanita Yasmin, yang kegiatan utamanya
adalah memfalitasi penyimpan dan penyaluran uang dengan cara akad
hutang-piutang dengan menggunakan sistem hasanah.

Hutang-piutang tersebut berdasarkan prinsip  tolong-menolong
(ta’awun). Dalam hal ini koperasi akan bertindak sebagai pemberi hutang
(mugqtarid), sementara penabung yang sekaligus sebagai penyandang dana
(sahibul mal) adalah sebagai pihak yang berhutang (mugarid). Diantara
keduanya diadakan akad hutang-piutang dengan sistem hasanah (dana

tambahan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada yang memberi

17 Faried Wijaya M. Perkreditan, Bank, Lembaga-Lembaga Keuangan, (Yogyakarta: PT.
BPFE-Yogyakarta, 1999), hal. 207-208
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meminjam kepada orang lain atau lembaga yang bisa memenuhi

kebutuhannya, termasuk ke koperasi. Dalam hal ini, dikoperasi Wanita

Yasmin juga memberikan hutangan kepada anggota dengan produknya yang

disebut hutang-piutang hasanah. Ada beberapa masalah yang bisa diteliti

dalam managemen Koperasi Wanita Yasmin, yakni:

L

2.

Latar belakang munculnya hutang-piut ang hasanah?

Dampak adanya koperasi terhadap masyarakat di Desa Bilapora
Barat?

Tanggapan masyarakat terhadap hut ang-piutang hasanah?

Positif dan negatifnya hutang-piutang hasanah?

Prosedur transaksi hutang-piutang sasanah?

Tujuan adanya hutang-piutang Aasanah?

Prospek dari koperasi Wanita Yasmin dan tantangannya?
Pendayagunaan hasil hutang-piut ang hasanah?

Peran pengurus dalam memberi pemahaman terhadap masyarakat

tentang berkoperasi?

10. Hukum Islam memandang prosedur hutang-piutang pasanah?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana prosedur hutang-piutang

hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep? dan

bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Hutang-piutang



15

Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep?
Dalam tinjauan ini, hutang-piutang Aasanah adalah dana tambahan yang
diberikan oleh crang yang berhutang kepada yang memberi hutang (koperasi)
sebagai balas jasa atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang
memberi hutang. Dalam kebijakan penentuan Aasanah sudah atas persetujuan

anggota koperasi.

D. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas,
maka dapat ditarik suatu rumusan yang akan menjadi objek penelitian ini,
yaitu:
1. Bagaimana Prosedur Hutang-Piutang Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin
Bilapora Barat Ganding Sumenep?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Hutang-piutang
Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep?
E. Kajian Pustaka
Secara khusus, hingga saat ini penulis masih belum menemukan buku
yang membahas tentang hutang-piutang hasanah di Koperasi. Namun penulis
akan mencari data-data dari buku-buku terkait dengan hutang-piutang,
hasanah dan koperasi, diantara buku-buku yang menjadi rujukan penulis

adalah: ‘Abdur Ar-rahman Al-Jaziri, Figih Empat Madzhab (terjemah),
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bukunya Rahmat Syafei, Figih Mvamalah, dan bukunya Racmad Syafi’i, Jimu
Ushul Figh. Dalam buku-buku tersebut dijelaskan bahwa hutang-piutang
adalah disyariatkar dengan beberapa ketentuan, diantaranya, harus diketahu
secara jelas jumlah yang diutangkan dan haram bagi yang mengutangkan
mengambil manfaat,

Ada juga beberapa skripsi yang dihasilkan dari penelitian kakak-
kakak senior yang pembahasannya ada hubungan dengan hutang-piutang
yang harus mengembalikan lebih, diantaranya skripsi berjudul: Tinjavan
Hukum Islam Terhadap Hutang Bersyarat (Stadi Kasus di Desa Weru
Komplek Kec. Pacitan Kab. Lamongan). Pernah ditulis oleh Khairul Hadi,
yang dibuat pada Tahun 2003. Selanjutnya skirpsi kedua milik Aidatur Runis
yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Praktek Jual Beli Sapi dengan Sistem
Hutang-Piutang di Kec. Sukolilo Kab. Lamongan, yang dibuat tahun 1994
dan skripsi milik P. Am Sikhan fian yang berjudul: Studi Komperatif Hukum
Perdata dengan Hukum Islam fentang Proses Proses penyelesaian Hutang-
Piutang Uang. Pada skripsi-skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam
prakteknya bagi yang berhutang (pedagang) diharuskan mengembalikan
lebih, namun tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana hutang-piutang
hasanah, sebagaimana berjalan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat

Ganding Sumenep”.
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Dari sini dapat terlihat bahwa skripsi-skripsi di atas, memang berbeda
dengan skripsi penulis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang
Hutang-Piutang Hassaah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat

Ganding Sumenep”.

F. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin
dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur hutang-piutang hasanah di
Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.
2. Untuk melakukan penilaian terhadap prosedur hutang-piutang hasanah di
Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep perspektif
hukum Islam.
G. Kegur.aan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, yaitu:
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi
khasanah keilmuan tentang prosedur 4asana# di Koperasi Wanita Yasmin
Bilapora Barat Ganding Sumenep, dan dapat menjadi bahan kajian pada
studi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa fakultas syari’ah jurusan

muamalah.
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi acuan dan bahan

pertimbangan pengurus dan anggota Koperasi Wanita Yasmin Bilapora

Barat Ganding Sumensp dalam menjalankan sistem koperasi yang benar-

benar sesuai dengan prinsip syari’ah.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari

kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis

memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang-Piutang Hasanah di Koperasi

Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep”, vaitu

Hukum Islam :

Hutang-Piutang

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an, al-

Hadis, dan beberapa pendapat ulama’.

: Adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah
tertentu  barang-barang yang menghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan

mutu yang sama pula.”’

0 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 1754
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Hasanah Dana tambahan yang diberikan oleh orang yang
berhutang kepada yang memberi hutung (koperasi)
sebagai balas jasa atas kebaikan yang telah dilakukan
oleh orang yang memberi hutang.21

Koperasi : Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sckaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas

azaz kekeluargaaan.”

I. Metode Penelitian
1. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat
Ganding Sumenep, Jl. KH. Masurat RT. 03 RW. 04 desa Bilapora Barat
Ganding Sumenep Madura.
2. Data yang dihimpun
Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang terkait
dengan prosedur Hutang-Piutang Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin

Bilapora Barat Ganding Sumenep , yaitu:

2! Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Yasmin), tangal 25 Maret 2011
2 Materi Bintek Perkoperasian Berdasarkan UU 25 tahun 1992 , buku panduan milik
Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep
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Data tentang status dan kedudukan Koperasi Wanita Yasmin Bilapora
Barat Ganding Sumenep - .

Data tentang usaha hasanah ¢: Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat
Ganding Sumenep

Data tentang prosedur hutang-piutang jasanah di Koperasi Wanita
Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep

Data tentang peruntuan hasil hasanah di Koperasi Wanita Yasmin

Bilapora Barat Ganding Sumenep

3. Sumber data

a.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas pengurus dan
anggota Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.
Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang
bersifat tidak langsung dari perusahaan tersebut dan merupakan data
yang sudah disalin dalam bentuk catatan, transkip, buku, notulen rapat
dan agenda yang terkait dengan Prosedur Hutang-Piutang Hasanah di
Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, diantaranya
buku panduan berjudul: Materi Bintek Perkoperasian Berdasarkan UU 25

TH 192,



21

4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh
peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (interview)
dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan
masalah yang akan diteliti.
Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Wawancara (inferview)

Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang
masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara
langsung dan berdialog dengan pengurus dan anggota Koperasi. Wanita
Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.

b. Studi dokumen

Teknix ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti
catatan, buku, notulen rapat, dan sumber tulisan lain yang dimiliki oleh
Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.

5. Teknik analisis data
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (fie/ld research), yaitu
penelitian terhadap Prosedur Hutang-Piutang Hasanah di Koperasi Wanita
Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep. Adapun untuk menganalisis data,

digunakan metode deskritif-deduktif:
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a. Deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut
apa adanya. > Motede in digunakan uantuk menggambarakan secara
sistematis mengenai prosedur Hutang-piutang Hasanah di Koperasi
Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep. Kemudian dilakukan
pengkajian atau analisa berdasarkan pada data yang diperoleh dari
literatur yang ada.

b. Deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum
terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya
yang khusus, % yaitu setelah menjelaskan mengenai prosedur hutang-
piutang Jfasanah, selanjutnya akan disesuaikan dengan teori dan
ketentuan yang dijelaskan dalam hukum Islam serta ditarik kesimpulan

mengenai hukumnya perspektif hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan,
maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi
lagi kedalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi bahan tentang

gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar

105

® Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus llmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994),

x uperwava.wordpress.com/2011/02/19/penalaran-deduktif/. Tanggal 08 Juni 2011
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belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ialah bab tentang tentang kerangka teori. Bab ini
mengemukakan landasan teori menurut hukum Islam, yakni mengenai
ketentuan umum akad, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat,
jenis dan berakhirnya suatu akad. Hasanah, meliputi pengertian dan dasar
hukum, macam-macam dn dasar pertimbangan istihsan.

Bab ketiga, merupakan laporan hasil penelitian yang membabhas tentang
gambaran umum lokasi penelitian, meliputi latar belakang koperasi, lokasi,
modal koperasi, produk operasional serta peruntuan produk di Koperasi
Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep. Pelaksanaan akad hutang-
piutang hasanah meliputi perjanjian, syarat dan prosedur pencairan dana.
Peruntuan hasanah meliputi penentuan persentase bagi peminjam dan
peruntuan lainnya.

Bab keempat, ialah bab yang mengemukakan analisis terhadap Prosedur
Hutang-Piutang Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat
Ganding Sumenep berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana
dikemukakan pada bab tiga.

Bab kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB I
HUTANG-PIUTANGMSANAH DAN ISTIHSAN

A. Dasar-Dasar Umum Hutang-Piutang
1. Pengertian Hutang-Piutang
Hutang-piutang berasal dari dua kata, yaitu hutang dan piutang. Dalam
kamus bahasa Indonesia hutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang
lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah dipinjamnya. Sedangkan
piutang adalah uang yang dipinjamkan dari dipinjamkan kepada orang lain.?
Secara etemologi, gard *® berarti ¢4 (potongan). Harta yang
dibayarkan kepada mugqtarid (yang diajak akad gard) dinamakan qard. Sebab
merupakan potongan dari harta mugrid (orang yang membayar). 2’ Jika
dirubah kepada bab Jstif% al, menjadi istigiid berarti mencari
utangan/pinjaman atau istigrad itu mencari utangan atau pinjaman darinya,

lalu dipinjami. Sedangkan mugaradha dan girad satu arti, yaitu penyerahan

¥ Kamus Besar Bahasa Indonesis, Tim Redaksi, Edesi ke-3 (Jakarta: PT. Balai Pustaka, no.
411, 2000), hal. 1256

% Kata gardbisa juga digunakan sebagai isim masdar yang berarti al-fgrad (munguntungkan).
Qard juga diistilahkan dengan salah, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan
Ssesuatu yang sama. Seperti yang biasa kita temukan pada zaman kita sekarang ini dalam acara-acara

Sebagian lagi berpendapat, bahwa itu tergantung adat kebiasaan setempat. Lih. ‘Abdur ar-Rahman
Al-Jaziri, Kitabul Fighi ‘Ala Madbhahibul Arba ‘ah, (Azhar: Mathba’ah Darul Fikr), hal. 337, jbid,
Figih Emfat Madzhab (trj: Chitibul Sa’ad), (Bandung: PT. Mathba’ah al-Istigamah, 2001), hal. 288

%’ Rahmat Syafi’e, Figih Muamalah, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000), hal. 152

24
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harta (modal) oleh seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan
keuntungan. bersama sesuai kesepakatan,?®

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio gard adalah pemberian harta
kepada oang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata
lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur figih klasik,
qgard dikatagorikan dalam agad tathawwu’ atau akad saling membantu dan
bukan transaksi komersial.?

Menurut ketentuan undang-undang hukum perdata, hitang-piutang atau
pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama
pula.*

Berdasar perjanjian p.njam-meminjam itu, pihak yang menerima
pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; dan jika barang itu
musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas
tanggungannya. Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk

menghabiskan barang pinjamannya, maka sudah setepatnya ia dijadikan

*® “Abdur ar-Rahman Al-Jaziri, Kitabul Fighi ‘Ala Madhabibul Arba’ah (Figih Empat
Madzhab)... hal. 286

® Muhamad Safi’i Antono, Bank Syarish Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: PT. Gema Insani,
2001), hal. 131

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 1754
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pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ia Jjuga memikul segala resiko atas
barang tersebut; dalam halnya pinjaman uang, kemerosotan uang itu.*!

Pengertian gard menurut istilah, antara lain dikemukakkan oleh pada
fugaha’:

a. Malikiyah: mereka berpendapat bahwa qard dalam istilah ilmu figih
berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk
mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh
diutangkan lagi dengan cara tidak halal. Dengan ketentuan barang itu
harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya
tidak beda dengan yang diterima;

b. Hanafiyah:; mereka berpendapat, gard. adalah harta vang diserahkan
kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Jadi dalam qard
harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud,
hendaknya setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat
menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang
ditakar dan dihitung di mana satuannya relatif sama, seperti telur dan
kemiri; demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang;

¢. Hanabilah: mereka berpendapat bahwa gard berarti menyerahkan harta
kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan

dengan harta serupa sebagai gantinya. Ini adalah salah satu bentuk

! Kitab Undang-Undsng Hukum Perdats. hal. 1755
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utang-piutang dimana pihak penerima boleh memanfaatkan harta yang
diterimannya. Akad itu harus ditepati bila barangnya telah diterima di
tangan; dan pihak yang menyerahkan (mengutangkan) tidak boleh
meminta kembali barangnya, karena mengutangkan berarti menghapus
pemilikan barang itu dari dirinya dengan ganti (barang serupa) yang akan

diterima,>?

2. Landasan Syara’
Transaksi gard diperbolehkan oleh para ulama’ berdasarkan hadis
riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT
mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”,

a. Al-Qur’an

-G

- ~ ’t"”f '., ‘: ,/‘: ”” . ‘,: ,..’ .5:‘ : 4
@) S 5215y o) aanals UL G W 2o 5 o115 .

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allsh pinjaman
yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman
itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala vang banyak.” (Al-
Hadiid: 11). %

b. Al-Hadis

8Lra Leial (I 91 08 U’ e yim i b e W

%2 Abdur ar-Rabman Al-Jaziri, Kitibul Fighi ‘Als Madhahibul Arba’ah (Figih Empat
Madzhab)... hal. 337
% Al-Qur’an dan terjemahannya, hal. 902
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Artinya: “Seorang muslim yang memberi pinjaman kepada saudara
Muslim lainnya dua kali adalah seperti dia bershadagah satu
kali”* :

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan.
Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa
pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala
barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi
satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat
memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. ** hukum kebolehan ini,
dikuatkan dengan hadis Imam Muslim dalam kitab shohehnya berikut:

REESINTI0 SO BT S AR TR ay

Artinya: “Allah akan selalu memberi pertolongan kepda seorang hamba
selama hamba tersebut memberi pertolongan kepada orang lain,”*
3. Syarat-Syarat Qard-
a. Harus diketahui secara jelas jumlah yang diutangkannya, baik dengan
takaran, timbangan maupun hitungan; b. Jika berupa hewan ternak, harus
diketahui secara jelas sifat umurnya. Utang harus diperoleh dari orang sah

melakukannya. Sebab, utang tidak sah diperoleh dari orang yang tidak

3 HR. Ibnu Masud, Sunan Ibnu Majah, bab qard, jus 7 hal. 275 no. 2421, Maktabsh Syamels,
Pakistan.

% Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Prakrek, (Jakarta: Gema Insani,
2010), hal. 133

% HR. Muslim, jus 13, hal. 212, no. 4867, Maktabah Syamels, Pakistan,
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mampu dan dari orang yang gila; c. Bila barang yang yang diutangkan tidak
memerlukan biaya pengiriman, pengembaliannya boleh dilakukan di tempat
mana saja sesuai permintaan yang mengutangkan. Sedangkan jika saat
mengutangkan tidak ditentukan tempat pengembaliannya, orang yang
mengutangpun tidak berkewajiban mengembalikan seperti yang diminta oleh
yang mengutangkan; d. Haram bagi yang mengutangkan mengambil manfaat
apa pun selama manfaat ini diperoleh melalui syarat yang ditetapkan kepada
yang mengutang, seperti yang diutangkannya itu harus ada Jjasanya (profit)
atau kualitas yang dihutangkan harus lebih baik 3’

Ada beberapa ketentuan yang diungkapkan ulama ahli figih mengenai
gard sebagaimana berikut:

1. Hanafiyah: mereka benpendapat, ada beberapa ketentuan terkait dengan
qard:

a. Meminjam harta dan harus diganti dengan barang yang sama; b.
Penerimanya boleh diwakilkan, misalnya dengan mengatakan: “utangkan
kepada saya sekalian” lalu ia mewakilkan kepada orang lain untuk
menerimanya; c. Bahwa seseorang dimakruhkan barutang sesuatu kepada
orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu disyaratkan

dalam aqad; e. Pemberi utang itu tidak boleh terhadap anak kecil atau orang

7 Abu Bakar Jabir al-Jaza’iti, Pedoman Hidup Muslim, (Jakarta: PT. Pustaka Utera
AntarNusa, 2008), hal. 655
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yang dalam perwalian. Jika ia diutangi, lalu apa yang diterimanya tidak
dihilangkan, maka dianggap hilang ditangan pemilik barang;
2. Syafi’iyah: mercka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkaitan
dengan gard

a. Rukunnnya sama dengan jual beli; misalnya kadarnya harus jelas,
harus ada jjab-gabul baik eksplisit maupun implisit. Yang eksplisit, misalnya
dengan mengatakan: “Saya utangkan barang ini kepadamu”, sedangkan yang
implisit, misalnya dengan mengatakan: “Ambillah barang ini dengan barang
yang sama atau dengan mengembilkan yang sama; b. Yang mengutangkan
diisyaratkan orang yang layak berdarma. Seorang wali tidak sah
mengutangkan harta orang yang. dalam perwaliannya tanpa“ ada "alasan
darurah; dikhawatirkan harta itu hilang dirampas orang lain dan lain
sebagainya; c. Qard itu rusak bilamana yang mengutangkan mengambil
manfaat tambahan, misal (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih
bagus;
3. Malikiyah: mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkaitan dengan

qgard.

a. Semua jenis barang yagn sah dijual sa/am sah diutangkan, seperti
barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung; semua ini boleh jaul salam; b,
Pihak yang mengutangkan haram menerima hadiah dari pengutang, kecuali

memang mempunyai kebiasaan memberi hadiah dari sebelumnya, atau
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kondisi memaksanya untuk meberi hadiah dari sebelumnya, atau kondisi

memaksanya untuk memberi hadiah seperti dalam acara perkawinan dan lain

sebagainya; c. Bahwa dengan dilakukan akad berarti barang yang diutangkan

menjadi milik pengutang, seperti halnya dengan shadagah, hibah dan ‘ariyah ;

4. Hanabilah: mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkenaan
dengan gard-

a. Bahwa semua barang yang boleh dijual boleh diutangkan, seperti
barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung dan lain sebagainya. Kadar
barang yang diutangkan harus Jelas. Bila berupa barang takar, maka ‘ j//at
takarnya harus yang dikenal secara umum; b. Yang mengutangkan harus
orang yang pantas berdarma. Karena  itu tidak sah bila yang mengutangkan
adalah anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya; c. Akad qard harus
dilangsungkan serah terima, baik yang diutangkan itu berupa barang yang
ditakar, ditimbang, dihitung, dn lain sebagainya; d. Bila barang yang
diutangkan ada persamaanya -dalam arti berupa barang yang ditakar atau
ditimbang dan tidak mengandung unsur buatan- maka pengutang harus
mengembalikan yang sama dan tidak harus mengembalikan barang utang itu
sendiri, karena setalah barang itu diterima berarti menjadi milik penuh, maka
ia bebas menggunakan untuk apa saja; e. Dalam akad gard tidak boleh

mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang
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mengutangkan, misalnya dengan syarat dapat menempati rumahnya secara

cuma-cuma. 38

4. Barang yang Sah Dijadikan Qard:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gard dipandang sah pada harta
mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedan yang menyebabkan
terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang diperbolehkan adalah benda-benda
yang ditimbang, dihitung, dan ditakar, Qard selain dari perkara di atas
dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan
lain-lain; b. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah membolehkan qard
pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun
yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti
barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung; c. Jumhur ulama
membolehkan gard pada setiap benda yang dapat diperjual-belikan, kecuali
manusia. Mereka juga melarang gard manfaat. Seperti seseorang pada hari ini
mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami

rumahnya,*

*® ‘Abdur ar-Rabhman Al-azi, Kitabul Fighi ‘Ala Madhabibul Arba’sh (Figih Empat
Madzhab)...hal. 338-343

¥ < Abdur ar-Rahman Al-Jaziri, Kitabul Fighi ‘Ala Madhabibul Arba’sh (Figih Empat
Madzhab)... hal. 344-345
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5. Kewajiban-kewajiban Bagi Orang yang Meminjamkan dan Peminjam:
a. Kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan:

Pertama. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa
yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan
dalam perjanjian; kedua. Jika telah ditetapkan suatu waktu, Hakim berkuasa,
apabila orang yang meninjamkan menuntut pengembalian pinjamannya,
menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam;
ketiga. Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam
suatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia
mampu untuk itu, maka hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktu
pengembaliannya *°
b. Kewajiban-kewajiban peminjam:

Pertama. Siapa yang menerima pinjaman sesuatu berkewajiban
mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan ysng sama dan pada waktu
yang ditentukan. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia
diwajibkan membayarkan harta barang yang dipinjamnya. Dalam hal mana
harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya menurut perjanjian,

sedianya harus dikembalikan; kedua. Jika waktu dan tempat ini telah tidak

“ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1759-1761, hal. 399
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ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman

pada waktu dan di tempat dimana pinjaman telah terjadi."

. Qard Manfaat

Menurut pendapat paling unggul dari ulama’ Hanfiyah, setiap qard
pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai Syarat.
Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkam kemanfaatan atau tidak
diketahui adanya manfaat pada gard,

Ulama Malikiyah berpendapat  bahwa mugrid tidak boleh
memanfaatkan harta muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang
mugrid, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula® dilarang” memberikan
hadiah kepada mugqridjika dimaksudkan untuk menyicil utang,

Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah melarang qgard terhadap sesuatu yang
mendatangkan kemanaatan, seperti memberikan gard agar mendapatkan
sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak, sebab qard dimaksudkan
sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan
kekeluargaan. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak
dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, gard dibolehkan. Tidak

dimakruhkan bagi mugrid untuk mengambilnya. Sebab Rasulullah saw

Y Kitab Undang-Undsng Hukum Perdats, pasal 1763-1754, hal. 399
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pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki
daripada unta yang diambil Beliay saw.*

Kalau berlandaskan kepada kitab Undang-Undang Hukum Perdata
meminjamkan diperbolehkan mengambil bunga (manfaat) dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pertama.  Adalah diperbolehkan memperjanjikan  bunga  atas
peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian; kedua.
Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah
diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun menguranginya
dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga
menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebilinya
dapat dituntut kembali atay dikurangkan dari jumlah pokok; ketiga.
Pembayaran bunga yang telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang
untuk membayar seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus
dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya. Biarpun
pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu
utangnya dapat ditagih; keempat. Ada bunga menurut undang-undang dan
ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undnag-undang
ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian

boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak

“2 H. Rahmat Syafei, Figih Musmalah, ( Bandung: CV. PUSTAKA Stia, 2000) hal. 156
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dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam
perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang-Undang
adalah menurut lembaran Negara tahun 1848 No. 22 enam persen; kelima.
Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak
menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan
membayar bunga menurut undang-undang; keenam. Buku pembayaran uang
dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengenai bunga, memberikan
persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga itu dan si berutang dibebaskan

atas itu.®

B. Istihsan
1. Pengertian Istihan

Secara hariyah, Istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni
menghitung-hitung sesuatu dan mengangapnya kebaikan. Menurut Imam
Abu al-Karkhi mengemukakan definisi bahwa istihsan adalah penetapan
hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari
ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena
ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan

itu.¥

> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1765-1789), hal. 399-400
“Muhammad Abu Zahra, Ushul Figih, (PT. Pustaka Firdaus, 2003), hal. 401
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2. Kehujjahan istifisan dan pandangan para ulama’ -

Pertama: Ulama Hanafiyah Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu
Hanifiyah banyak sekali menggunakan Jstifisan. Begitu pula keterangan yang
ditulis dalam beberapa kitab ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah
mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab figihnya banyak
sekali permasalahan yang menyangkut istihsan; kedua. Ulama Malikiyah:
Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya Jstifisan itu dianggap dalil yang
kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu
Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering
berfatwa dengan menggunakan istihsan,

Ketiga. Ulama Hanabilah: Dalam beberapa kitab ushul disebutkan
bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana
dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan Ibnu hazib, Akan tetapi, Al-Jalal Al-
Mahalli mengatakan bahwa Istifsan itu diakui oleh Abu Hanifah, namun
ulama lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Hanabilah;
keempat: Ulama Syafiiyah: Golongan Al-Syafi’l secara masyhur tidak
mengakui adanya Jstihsan. Imam Syafi’i membatalkan dalil istihsan karena:
Syariah dan nas dan kandungan nas melalui giyas, banyak ayat al-Qur’an
yang memerintahkan agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya; melarang

mengikuti hawa nafsu; dan memerintahkan kepada kita ketika terjadi
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pertentangan agar kembali ke kitabullah, Nabj Muhamamd tidak pernah
memberi fatwa .dengan Jstihsan. Nabi Muhammad SAW tidak berkenan
terhadap para sahabat yang pergi ke daerah lain dan memberi fatwa dengan
istihsan. Istifsan tidak mempunyai batasan yanag jelas; tidak pula memiliki
kriteria-kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara yang
haq dan yang batil, sebagaimana halnya gjyas, seandainya Jistifisan boleh
dipakek oleh Scorang mujtahid, sementara ia tidak berpegang kepada nas dan
mengacu pada nas, akan tetapi berpegang pada kemampuan akal semata, Dan
mereka betul-bety] menjauhi untuk menggunakannya sebagai dalil. Bahkan
Imam Syafi’l berkata “Barang siapa yang menggunakan Jstifsan berarti ia
telah membuat syari’ah. Beliau juga berkata “Segala ‘urusan ity telah diatur
oleh Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupai, sehingga dibolehkan
menggunakan giyas, namun tidak dibolehkan menggunakan Jstihsan,*

Untuk mendukung kehujjahan Istihsan,  golongan Hanafiyah
mengemukakan alasan atau dalil dar; al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dalam al-
Quran yang mereka kemukakan adalah:

L
,’ - _/., )6"’})'/’ - .{"/ _’.ia-),rﬂtr Lz 7 r,i‘,"/ A T as - .:‘J
G.J./‘_'ljl Al 0 gda é,lgdj! -l Hga 23 J3a)1 Osreily cpll

- Eae. s

Artinya: “ Yang mendengarkan Perkataan laly mengikuti apa yang paling baik

di antaranya, mereka Ttulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan
mercka Itulah orang-orang Yang mempunyai akal,” (Al-zumar | 8).

* Racmad Syafi'l, Zimu Ushul Figh (PT. Pustaka Setia, 2007), hal. 112



39

Menurut mereka, ayat ini memuji orang-orang yang mengikuti
pendapat yang paling baik. Sedangkan surat kedua memerintahkan untuk
mengikuti yang paling baik dari apa yang diturunkan Allah. Sedangkan dari
sunnah mereka jadikan dalil adalah hadis yang berbunyi:

G ) Nk el LA Oryalicdd) 815 o

“Apa };ing dipandang baik oleh muslimin, maka hal itu Juga baik di sisi
Allah.’

Adapun ijma’ yang mereka jadikan alasan adalah ijma’ ulama terhadap
masalah pemakaian kamar mandi umum tanpa disebutkan lamanya masa
pemakaian dan banyaknya air yang digunakan.*’

Hasan Hamid  Hassan . memberikan analisisnya - tentang - issifisa;
golongan Hanafiyah ini, yaitu tentang boleh tidaknya berdalil dengan
istifisan. Menurutnya sesuai dengan definisi istifisan, macam-macamnya dan
masalah-masalah yang mereka jelaskan tentang sandaran yang mereka
jadikan dasar istifisan, maka istihsan golongan Hanafiyah seperti juga
istifisan golongan Malikiyah bukanlah pendapat dengan ra’y atau membuat
syariat dengan hawa nafsu, Orang yang menetapkan hukum dengan Jistihsan

tidak hanya mendasarkan istifisan-nya kepada perasaan dan hawa nafsunya

atau membuat syariah dengan keinginannya. Akan tat api mustafisin hanyalah

“6 HR. Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, jus 6, hal. 84, no. 3.600, Maktabah Syamels,
Pakistan.
7 Iskandar Usman, Jstibsan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 62-63
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meninggalkan kaidah umum atay qiyaskarena “//at kaidah itu, “i/lat kias itu

tidak terwujud dalam masalah tersebut.*

- Macam-macam Istifisan

a. Istihsan dengan ‘urf

Imam Malik mengatakan bahwa mazhabnya meninggalkan dalil umum
karena ‘wrf . Ia menolak ‘urf » kalau seseorang bersumpah tidak akan
memasuki rumah maka kias lafzhi, menurut bahasa, memasuki tempat yang
bernama rumah seperti masjid berarti melanggar sumpah. Akan tetapi Malik
melakukan Jistihsan dengan mentakhshiskan umum lafad dengan ‘urf dan
kebiasaan dalam praktek, Menurut Malik, masuk masjid tidakiah melanggar
sumpah karena masjid tidak dinamakan rumah dalam “urf pembicaraan.’
b. Istifsan dengan maslahah

Adapun meninggalkan dalil umum karena mas/apah dicontohkan
dengan jaminan buruh yang berserikat. Buruh yang berserikat itu pada
asalnya orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya tidak perlu
dijamin kecuali telah tampak kecurangannya, Akan tetapi Malik menetapkan
hukum lain dengan maslahah dan meninggalkan kaidah asal, ini karena

kurangnya tanggung jawab dan seringnya terjadi keterlaluan dan khianat

*® Iskandar Usman, Istihsan... hal. 63-64
* Iskandar Usman, Istifisan. . hal. 23
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pada para buruh. Kebiasaanlah yang menyebabkan Malik menempatkan
buruh pada posisi penggugat yang tidak diterima gugaiannya tanpa
keterangan, padahal pada asalnya pekerjaan adalah terdakwa (tergugat)
karena lahir nas menunjukkan demikian,

Jadi tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan
manusia untuk membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akherat
dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya
atau kemelaratan daripadanya. Karena kemaslahtan-kemaslahatan manusia
terdiri atas daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat tanpa mensyariatkan hukum
untuk merealisasikan hukum dan memeliharanya; dan Tuhan tidak
mensyariatkan hukum kecuali untuk mewujudkan dan memelihara salah saty
dari tiga hal tersebut, misalnya qaidah:

EWOREQA P L4 WA 3 )5 yall A3 0 Al

Artinya: ‘“Hajat (kebutuhan) ity mnduduki kedudukan dharurat baik hajat
umum (Semua orang) ata upun hajat khusus(perorangan), "?°

Ketika suatu kebutuhan berkududukan seperti dharuriyyat dimana
dharuriyyat itu merupakan intisari dari hukum Islam (tnaqasyid as-syariah)
yang harus terpenuhi agar mencapai tujuan-tujuan dharuriyyat yang memang
dibutuhkan manusia, maka dibolehkan atas sesuatu yang sebelumnya tidak

dibolehkan, sebagaimana Qaidah:
SiSEAL 738 E fal

%% Abdul Mujib A-Qawaiidul Fighiyyah, (PT. Donaloka, cet. 1, 1992), hal. 44
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“Sesuatu yang dilarang dibolehkan kalau sifatn va darurat’

Pada sesuatu yang berhubungan dengan harta atau muamalah, dituntut
untuk menambah dan mengembangkan harta dan memeliharanya dari
kesukaran dan sia-sia, karena harta merupakan kekuatan umat seluruhnya,
Para ulama ushul figih menarik kesimpulan bahwa hukum Islam
mengutamakan kemudahan dan kelapangan serta menolak kesukaran dan
kesulitan. Dan dari hasil penelitan induksi terhadap masalah-masalah
hajiyyat itu pula para ulama figih menarik suatu kaidah dalam masalah itu,
yaitu kaidah yang berbunyi:

Axtinya: “Kesukaran ity memberi kérudahan ™!

Karena Islam bertujuan menghantarkan dunia kepada peningkatan
kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan peradaban, maka dakwah Is!am
merupakan rahmat bagi umat manusia, > Hal ini dapat disimpulkan dari
firman Allah dalam surat Al-Anbiya’ ayat 107 dan Surat Yunus 57 yang
berbunyi:

s

> REWH E SO IR IA

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya’ 107)°

*! Muhammad Abu Zahra, Ushul Figib... hal. 237
*2 Iskandar Usman, /stihsin.. hal. 74-75
53 Al-Quran dan T erjemahannys, hal. 508
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a7 . 3282, 25
&) vasall 3253 sUay
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (vang berada)
dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang
beriman.” (QS. Yunus 57y

Dari penjelasan tentang mas/ahah di atas, Imam Malik mengajukan tiga
Syarat yang dapat dipahami:

Pertama. Adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai
sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’ah (magashid as-
Syari’aly). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak boleh
menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang
gat’jy, akan tetapi harus sesuai dengan maslahah-maslahah yang memang
ingin diwujudkan oleh syar’i. Misalnya, jenis maslahah itu tidak asing,
meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas; kedua, Maslahah itu
harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan
pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok
rasional akan dapat diterima. Ketiga. Penggunaan dalil masl/ahah ini adalah

dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (raf haraj lazim)

%% Al-Quran dan Terjemahannys, hal. 315
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dalam pengertian, seandainya maslahah yang dapat diterima akal ity tidak

diambil, niscaya menusia akan mengalami kesulitan.>® Allah berfirman:
P . P . ,} 2 < .. -

Arttinya: Dan Dia sekali-kali lidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan. (QS, Al- -Hajj: 78)%°
c. Istihsan dengan ijma’

Adapun meninggalkan kaidah umum atau dalil umum karena ada ijma’,
dicontohkan dengan kewajiban orang yang memotong ekor keledaij
tunggangan untuk membayar seluruh harga keledai itu. Hukum ity dianggap
pengecualian dari kaidah umum, karena kaidah umum menetapkan kewajiban
membayar sebesar harga yang berkurang dari. benda yangrusak yang
disebabkan oleh perbuatannya, Maka dengan terpotongnya ekor keledai itu
akan hilanglah seluruh kemaslahatannya ditinjau dari segi penggunaan
khusus itu, karena bila dihubungkan dengan kegunaannya keledai itu seperti
tidak ada sama sekali, terpotongnya ekor keledai itu seperti hilangnya keledai
itu sendiri.”’

d. Istifisan dengan kaidah raf ‘al-harj wa al-musyaqqat
Kaidah raf ‘al-harj wa al-musyaqgqat (menolak kesukaran dan kesulitan)

merupakan kaidah garh’i/ (pasti) dalam agama, Contohnya adalah

meninggalkan kehendak dalil pada masalah kecil untuk menghilangkan

Iskandar Usman, Istihsap...hal. 25
AI~Quran dan Terjemahannya, hal, 523
7 Iskandar Usman, Istilisap...hal. 26-27
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kesukaran kepada masyarakat. Golongan Malikiyah membolehkan pemakaian
kamar mandi umum tanpa ketentuan jumiah sewa, lamanya masa pemakaian’
dan jumlah air yang digunakan, padalial pada asalnya yang demikian dilarang

sebab mengandung al-gharar (ketidakpastian),’®

4. Dasar Pertimbangan Istihsan

Sebagaimana telah dijelaskan, istifisan berarti berpalingnya seorang
mujtahid dari sutu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya
kepada hukum yang lain karena ada dasar pertimbangan yang lebih penting
yang menghendaki perpalingan. Adapun dasar pertimbangan ulama dalam
menetapkan hukum dengan istihsan adalah terwujudnya tujuan hukum yang
hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang
menjadi pertimbangan Istifisan adalah terealisasi dan terpeliharanya
kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan syariah, yang dalam
istilah Ushul Fikih disebut magqashid al-syari’at atau magqashid al-syari’ >

Magqashid al-syari’at adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh
as-syari’ (pembuat syari’at, Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-hukum
syri’ah.  Dari difinisi inj menunjukkan tujuan syari’ah adalah untuk

membawa manusia kepada kebahagiaan hidup sejak di dunia sampai ke

%8 Iskandar Usman, Istipsan. . .hal. 27

3 Magashid adalah bentuk jamak dari magashid, artinya tujuan, kehendak atau rahasia,
Untuk menjelasakan tentang tujuan dan rahasia syariah, para lam Ushul Fikih sering menggunakan
bentuk jamaknya, yaitu maqashid al-syari’at. Iskandar Usman, Istifsan.. hal, 6
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akherat kelak, karena dengan terjaminnya daruriyyat, hajiyyat, dan
tahsiniyyat mereka berarti tercapai kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Dan
kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah kemaslahatan atau

kebahagiaan di dunia dan di akherat,

% Iskandar Usman, Istifsan.. hal. 68



BAB III
PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG HASANAH DI KOPERASI WANITA
YASMIN BILAPORA BARAT GANDING SUMENEP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis Desa Bilapora Barat Ganding

Melalui deskripsi setting penelitian dapat memperoleh gambaran
SéCara umum tentang objek yang akan diteliti, baik mengenai letak
geografis, gambaran sosial kemasyarakatan maupun mengenai keagamaan
serta kehidupan ekonomi masyarakat di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora
Barat Ganding Sumenep. Berikut merupakan pemaparan mengena deskripsi
umum obyek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan
hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Lokasi penelitian ini terfokus pada wilayah Bilapora Barat Ganding,
Wilayah Desa Bilapora Barat merupakan bagian dari Kecamatan Gending
yang terletak di Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur, Kecamatan
Gending Kabupaten Sumenep terdiri dari 13 (tiga belas) Desa. Dari 13

(tiga belas) Desa tersebut, Desa Bilapora Barat Kecamatan Gending

47
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Kabupaten Sumenep. Desa Bilapora Barat memiliki + 1. 253 jiwa terdiri
dari terbagi atas 7 RW 14 RT dengan luas lokasi 357.121 hektar. ©

Adapun batas-batas Desa Bilapora Barat adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Turbugen
b. Sebelah Selatan : Desa Taman
c. Sebelah Barat : Desa Talage
d. Sebelah Timur : Desa Derma

2. Gambaran Sosial Masyarakat Desa Bilapora Barat

Gambaran sosial kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan
gambaran tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat Desa Bilapora
Barat.  Hal  ini diharapkan agar - dapat", digambarkan” tentang " kondisi
banyaknya penduduk, keagamaan, pendidikan serta mata pencarian

Mayarakat Desa Bilapora Barat.
Dari segi agama mayoritas penduduk Desa Bilapora Barat Kecamatan
Gending Kabupaten Sumenep beragama Islam, pemahaman tentang agama
Islam belum sepenuhnya dijalankan terlihat dari jemaah disetiap masjid tidak
sampai pada setengahnya. Masyarakat Desa Bilapora Barat bermata

pencaharian sebagai petani (mayoritas petani) dengan pendidikan rata-rata

ol Arsip Data Penduduk Tahun 2010, diambil di balai Desa Bilapora Barat Ganding
Sumenep, tanggal 19 Juni 2011.
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SD. Hal ini belum dihitung dengan masih ada masyarakat yang buta huruf

yang masih ada di masyarakat khususnya para orang tua.®?

B. Pelaksanaan Hutang Piutang Hasanah
1. Latar belakang

Sudah menjadi menjadi sunnatullah bahwa manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya ada yang termudahkan adapula yang mengalami kesulitan.ff
Mereka berpacu untuk mendapatkan syarat hidup dengan bermacam cara danv
pekerjaan; ada yang menempuh dengan cara baik (halal) ada pula yang
menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua itu
tergantung pribadi yang bersangkutan, mengenai bagaimana “dia " harus
berprinsip dan menjalankan hidupnya.

Ditengah kehidupan masya.rakvat yang semakin berpendidikan muncul
inovasi-inovasi sistem pendayagunaan uang agar lebih dinamis dan
mendapatkan untung besar, seperti disimpan di Bank, koperasi atau
perkumpulan (komunitas) yang menerima layanan pengelolaan uang agar
mendapat profit. Selain it u, munculnya berbagai nama dan sistem pengelolaan
uang, ditujukan untuk membanty orang-orang yang butuh uang, baik untuk

kebutuhan konsumtif maupun pengembangan usaha.

%2 Pengamatan peneliti
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Realitas di atas setidak-tidaknya mengilhami pelaksanaan hutang-
piutang Aasanah yang terjadi di Koperasi Wanita Yasrain Bilapora Baat
Ganding Sumenep. Penduduk di desa Bilapora Barat Ganding Sumencp yang
sudah mulai terbuka pemikirannya karena banyak anak muda yang sudah lulus
sekolah tingkat SMA dan perguruan tinggi, menjadikan masyarakat semakin
terbuka mengenai sistem-sistem ekonomi yang masuk dalam kehidupan
mereka, seperti sistem hasanah yang sudah berjalan sejak lama di desa ini.
Sistem ini, dianggap benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam,
walaupun pada keyataannya sistem inj juga memberikan Syarat pengembalian
lebih ketika jatuh tempo. Namun yang akan ditelaah oleh peneliti, bahwa
sekalipun pihak pemberi hutang . (koperasi), memberikan hutang ' dengan
mensyaratkan pengembalian lebih, hal tersebut tidak menyurutkan semangat
penghutang untuk berhutang, karena mereka merasa terbantukan, apalagi
sebagian besar hasilnya nanti akan kembali kepada mereka sendiri. 53

Bagi para penghutang, sistem Aasanah tidak menjadi beban yang
berat, sebab pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada uang yang mereka
pinjam. Apalagi mereka tidak akan merugi, karena dari hasanah yang
terkumpul. di akhir tahun sebagiannya akan kembali kepada mereka. Dengan
uang hasil hutangannya ke koperasi, mereka bisa terbantu dalam memenuhi

modal usahanya; dari mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal,

63 Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 201 |
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akhirnya terbantu dengan hasil hutangan ke koperasi. Sebagaimana dikatakan
oleh Rummanah sebagai bendahara koperasi, bahwa anggota mendayagunakan
uangnnya untuk kebutuhan pengembangan usahanya, misalnya untuk beternak
itik, ayam ataupun modal berdagang. Dengan berhutang di koperasi, mereka-
dapat menambah jumlah itik, ayam serta dagangannya sehingga pendapatan
yang diperoleh lebih besar.%

Lebih lanjut Rummanah mengatakan bahwa, masyarakat yang
menjadi anggota koperasi disyaratkan harus sudah memiliki usaha sendiri,
misalnya penjual rujak, mibel, peternak ayam, itik, kambing, lele, sapi,
membuka toko, dan bermacam jualan lainnya. Apa yang mereka usahakan
merupakan penghasilan mereka untuk memenuhi tunfutan ekonomi, terutama
mereka yang sudah berkeluarga, maka sudah sewajarnya keluarga dapat
mandiri dan memiliki usaha untuk kesejahteraan ckonominya, sedangkan
diantara mereka termasuk orang-orang dengan taraf ekonominya menengah
kebawah, jadi untuk memenuhi modal pengembangan usahanya, kadang
mereka kesulitan, dengan adanya koperasi mereka bisa hutang, sehingga dapat
mengembangkan usahanya lebih besar lagi.®®

Selain informasi dari Rummanah dj atas, hal senada juga didapatkan

dari beberapa informan, yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian ini,

2011

2011

* Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret

5 Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret
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bahwa peneliti menemukan indikasi adanya kemauan yang kuat dari anggota
koperasi yang tidak memiliki modal untuk usahanya, untuk pinjam di koperasi.
sebagian mereka meminjam bukan semata-mata karena penting sebagai
pengembangan usahanya, tapi karena mereka memang membutuhkan modal
tersebut, karena diatara mercka ada yang merintis mulai kecil, jadi sangat
butuh suntikan dana agar lebih berkembang seperti yang mereka harapkan,
Mereka (para anggota) berpikir sederhana, bahwa pedapatan akan meningkat
ketika usahanya bisa Iebih terwadahi dengan pembelian barang-barang ataupun
sejumlah ternak yang mereka pelihara. Seperti kata Ibu Horrimah yang
berprofesi peternak ayam, bahwa dengan diberikannya hutangan ke koperasi,
dia bisa membeli ayam lebih banyak, schingga dengan demikian pula, hasil
telur dan anak ayampun semakin banyak.%

Dengan hutang yang dilakukan anggota koperasi dan disyaratkannya
harus yang sudah berwirausaha, berarti koperasi ingin mengikat dan
mensyaratkan kepada anggota koperasi agar uang yang dipinjamnya tersebut
benar-benar untuk pengembangan  usahanya sehingga mereka dapat
terbantukan, apalagi hasil dari hasanahnya bukan untuk kepentingan koperasi

semata, namun sebagian besarnya akan dikembalikan kepada anggota koperasi.

66 Wawancara dengan Ibu Horrimah (Pengawas Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret
2011
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Inilah yang melatarbelakangi timbulnya pemberian hutang dengan sistem

hasanah di Koperasi Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.®’

2. Modal Koperasi Wanita Yasmin

Mengenai modal koperasi, koperasi Wanita Yasmin memiliki sistem
permodalan hampir sama seperti koperasi-koperasi lainnya, yakni modal
berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela serta hibah dari
pemerintah. Setiap model simpanan memiliki konsekuwensi sendiri-sendiri
misalnya simpanan wajib dan pokok, ini diwajibklan bagi seluruh anggota
koperasi, sedangkan simpanan sukarela bersifat dianjurkan karena simpanan
sukarela ini ditujukan untuk menambah dari modal yang sudah ada. Bagi yang
menyimpan secara sukarela akan mendapatkan bunus/hasanah dari hasil
pengembangan usaha koperasi.®® Menurut Ummul Trisnawati, model simpanan
seperti ini cepat dimengerti oleh masyarakat utamanya anggota koperasi
karena memang model Aasanah ini juga diterapkan di perkumpulan-
perkumpulan Jain, seperti jamaah shalawatan san musimatan, namun
diperkumpulan lainnya tidak ditarget harus 2% dari pengembalian uang yang

mereka pinjam,®

67 Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011
8 Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011

69 Wawancara dengan Ummul Trisnawati (Anggota Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 26
Maret 2011.
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Untuk simpanan pokok dibayarkan diawal pendaftran sebagai anggota
besarnya adalah 10.000,-, simpanan wajib adalah simpnan yang secara rutin
harus dilakukan perbulan  sebanyak 20.000~, simpanan sukarela adalah
simpanan yang tidak ditentukan besarannya tergantung kehendak anggota
untuk menyimpan uangnya agar dikelola oleh koperasi, sedangkan hibah dari
pemerintah berjumlah 25.000.000,-, dana hibah inj diperuntukan khusus untuk
pengembagnan koperasi dan sebagai dana awal untuk pendiriannya. Dari setiap
modal koperasi tersebut dikumpulkan untuk pengembangan usaha koperasi,

yakni utamanya dipinjamkan (dihutangkan) kepada anggota koperasi.

3. Pemberian Hutang

Dilihat dari latar belakang terjadinya hutang piutang dengan sistem
hasanah tersebut, maka proses pemberian hutang oleh koperasi kepada anggota
kopeasi disikapi dengan sederhana baik oleh para anggota koperasi juga oleh
koperasi yang memang tujuan utamanya bukan hasil tapi ingin membanty
(ta’awun). Artinya proses pemberian hutang oleh koperasi tidak serumit ketika
Scorang nasabah mengajukan permohonan kredit ke Bank, dimana dalam
memberikan  kredit, pihak Bank meneliti dengan seksama terhadap
latarbelakang dan disertai adanya jaminan. Tetapi pemberian hutang di

Koperasi Wanita Yasmin tanpa disertai dengan jaminan, hanya pihak koperasi

™ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret
2011
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cukup memastikan bahwa anggota yang mengajukan hutang memang butuh
dana untuk pengembangan usahanya. Proses pemberian hutang yaitu: pertama,
pengajuan modal oleh anggota koperasi. Kedua, persetujuan modal kepada

anggota yang mengajukan. Ketiga, pecarian uan g secara cast.”’

Lihat tabel berikut:
Perjanjian Qard
Anggota Koperasi
Koperasi
‘ a. Kembali Modal
b. Hasil Usaha
jig 18 v s
Usaha Koperasi
\ 4
Keuntungan

Menurut keterangan dari Zubadiah selaku ketua koperasi, bahwa dalam
memberikan modal, Jjuga didasarkan pada kepercayaan sesuai ketentuan yang
telah diberitahukan sebelum masuk menjadi anggota koperasi, jika uang hasil
pinjaman di koperasi nantinya sebagiannya diperuntukan untuk kebutuhan
lainnya, pihak koperasi tidak melakukan pengecekan lebih mendalam sehingga

mungkin saja anggota koperasi mendayagunakan uang pinjamannya selain

"' Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret
2011
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untuk kegiatan pengembangan usaha, namun itu bukan lagi tanggung jawab
kopcras:i, bagi koperasi perjanjian yang dilakukan adalah uantuk
pengembangan usaha, itu saja upaya yang bisa dilakukan koperasi untuk benar-
benar uang yang didapat diperuntukan untuk pengembangan usaha, 7>

Banyaknya hutang disesuaikan dengan jenis usaha yang sedang mereka
jalankan. Misalnya penjaul rujak mengajukan permohonan peminjaman,
pengurus koperasi akan menilai/mempertimbangakan kelayakan pengajuan
modal usaha yang diajukan oleh penjual rujak tersebut, misalnya dinilai dari
kebutuhan bahan-bahan, renovasi tempat, peralatan dan lain sebagainya
(sebagaimana pemaparan yang disampaikan calon peminjam nantinya). Dari
akumulasi kebutuhan nantinya akan disimpulkan berapa ‘orang yang mau
pinjam bisa melakukan peminjaman, selanjutnya pengurus  koperasi
menyerahkan from pengisian peminjaman modal, lalu ditandatangani oleh
anggota yang mau pinjam serta pengurus koperasi.”

Dari uang yang dipinjam anggota koperasi, mereka harus
mengembalikan jika sudah jatuh tempo, namun dalam pengembalian tidak
harus menyertakan sejumlah uang angsuran perbulan, boleh mereka cukup
menyetorkan jasanah saja, sehingga uang pinjman mereka tetep bisa dikelola

dengan jumlah yang maksimal, tapi jika sudah sampai akhir kontrak, meraka

2011

7 Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011
™ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret
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harus mengembalikan jumlah keseluruhan dari uang yang dipinjam bersama
hasanahnya. Jika dalam pengembaliannya terjadi keterlambatan, maka
pengurus memberi waktu maksimal 5 hari dari jatuh tempo, dalam setiap
keterlambatan, peminjam harus membayar denda 1% dari nominal yang
dipinjam misalnya 1.000.000,- maka ia harus mengembalikan 10.000,- perhari

dikali jumlah keterlambatan,™

4. Pembagian Hasil Hasanah
Dari hasil wawancara dan pedoman buku yang dimiliki Koperasi
Wanita Yasmin bahwa peruntuan hasil jasanah dapat digambarkan

sebagaimana skema berikut:

Kas
Jasa Sosial ——b
Pembagian
Hasil Jasa
Hasansh Penyimpanan

Jasa Pengurus 15%

Jasa Transaksi

Peruntuan hasil 4asanah sebagaimana di atas, merupakan kebijakan dari

pengurus koperasi yang selanjutnya diminta persetujuannya kepada anggota

" Wawancar dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011
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koperasi. Setiap Pos-pos dari peruntuan Aasanah akan dibagikan secara adil
ketika sudah tutup buku diakhir tahun. Selama ini, koperasi tidak mengalami
permasalahan yang berarti, dalam peruntuan hasil Aasanah tersebut dan semua
anggota diupayakan mendapat keadilan dari peruntuan tersebut sesuai cara
pembagian yang mereka sudah ket ahui.”

Untuk masalah kas, koperasi memperuntukan hasil hasanah sebanyak
15%, ini penting karena kas tersebut juga akan dijadikan modal penyerta demi
mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sekaligus antisipasi kalau
koperasi nantinya membutuhkan dana mendadak, jadi dapat diambilkan dari
kas. Peruntuan Jasa sosial maksudnya dana yang diberikan kepada sesorang
atau sekolompok orang vang telah membantu mensukseskan acara-‘acara
koperasi, atau bantuan yang diberikan secara cuma-cuma bagi pihak-pihak
tertentu yang dianggap koperasi butuh untuk dibantu, Jasa penyimpanan
merupakan dana yang diperuntukan khusus bagi anggota yang telah
menyimpan uangnya di koperasi, bagi mereka, akan mendapat bagian beda-
beda, sesuai besaran nominal yang mereka pinjam dan persentase dari jumlah
hasil pasanah. Bagi pengurus, mercka juga mendapat bagian sebanyak 15%
yang dibagikan secara adil kepada seluruh pengurus koperasi. Sedangkan

transaksipun demikian, mereka yang melalukan transaksi peminjaman lebih

2011

™ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret
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banyak, akan mendapatkan kompensasi lebih banyak juga, misalnya yang
didapat oleh Astiyah, ia melakukan transaksi hingga mencapai 1.000,000,-,
sedangkan hasil fasanah secara keseluruhan mendapat  10.000.000 dengan
jumlah transaksi mencapai 25.000.000,-, maka pembagian hasil fasanah yang
diperolah Astiyah dari jasa transaksi sebanyak 91.000, sedangkan Horrimah
yang melakukan penyimpanan, dimana hasil dari simpanan sukarelanya
mencapai 700.000, dia mendapat bagian dari jasa dia menyimpan sebanyak
97.500,- . Dari hasil hasanah yang didapat oleh masing-masing anggota,
biasanya sebagian disisihkan untuk mengadakan acara ke luar kota, seperti
ziarah para wali dan rektreasi.”

Menurut penuturan dari Astiyah, dimana ia berprofesi sebagai penjuai
kebutuhan-kebutuhan rumah, hasanah yang dia harus bayarkan tidak berat,
karena dari bantuan modal yang diberiklan, dia terbantu untuk
mengembangkan usahanya, utamanya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga
yang belum terbeli karena kurang modal akhimya bisa terbeli, dari
penghasilannya dia bisa meraup keuntungan 600.000-700.000 perbulan, jadi
untuk membayar Ahasanah Astiyah tidak merasa keberatan sebab dari
penghasilannya dia tercukupi.”’

Namun disatu sisi, ada sebagian anggota yang tidak mengoprasionalkan

pinjamannya. Mereka menggunakan hasil pinjamannya untuk kebutuhan

7 Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 201 |
7”7 Wawancara dengan Astiyah (Anggota Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 28 Maret 2011
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konsumsi bukan untuk pengembangan usaha, sehingga mungkin mereka akan
mengalami kendala ketika harus membayar hasanah. Hal seperti inilah yang
berusaha diantisipasi oleh koperasi agar uang yang dipinjam tidak justru
merugikan anggota karena tidak benumbuh-kembang dari modal yang
diberikan koperasi. Menurut Rummanah, itu bukan menjadi tanggung jawab
kita, bahwa ketika terjadi transaksi kontraknya adalah untuk pengembangan
usaha, jika diluar dimanfaatkan untuk yang lain, maka resiko apapun harus
ditanggung oleh Anggota,’”®

Terlepas dari fenomena ada yang terbantukan dan ada yang merasa
berat saat mau mengembalikan uang yang dipinjamnya ternyata tergantung
kepada bagaimana orang yang meminjam -menggunakan uang itu dengan
semestinya, terjadinya kurugian banyak disebabkan karena orang tersebut
tidak menggunakan uang itu untuk pengembangan usahanya, rata-rata
responden dari anggota yang kami tanyi merasa terbantukan karena mereka
ada suntikan modal untuk usahanya. Peruntuan Aasanah sudah atas persetujuan
pengurus yang sebelumnya telah dirapatkan dengan pengurus. Peruntuan di
atas telah mempertimbangkan segala aspek dari segi positif dan negatifnya,
demi prinsip keadilan dan terwujudnya tujuan “menolong” yang telah menjadi
visi dibentuknya koperasi. Ini menunjukkan bahwa antara pengurus dan

anggota koperasi telah menyetujui metode pengembangan ekonomi dengan

2011

® Wawancara degnan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 26 Maret
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model fasanah, karena sekalipun mereka membayar lebih, manfaatnya akan
kembali kepada mereka sendiri, sclanjutnya bila terjadi kekeliruan akan
dilakukas musyawarah untuk menentukan  kebijakan baru ynag lebih
dibutuhkan dan yang lebih sesuai, baik dari segi sosial ataupun agama,

termasuk soal penentuan pembagian hasanah secara adil dan baik.



BABIV
HUTANG-PIUTANG HASANAHDI KOPERASI WANITA YASMIN
BILAPORA BARAT GANDING SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

A. Prosedur Hutang-Piutang Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat
Ganding Semenep

Dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara,
diketahui dalam prosedur hutang-piutang Aasanah kalau mengacu pada
transaksi yang dilaksanakan, nampaknya bertentangan dengan hukum Islam,
yakni dengan disyaratkannya pengembalian lebih dari nominal uang yang
dipinjam, namun kalau ditelaah lebih jauh pelaksaan dan manfaat yang
diperoleh oleh anggota koperasi, indikator ketidak-bolehan itu bisa dikalahkan
dengan kemanfaatan (maslafhah) yang lebih besar, yakni terciptanya lapangan
pekerjaan baru, meningkatnya penghasilan anggota dan terjaminnya keamanan
uang anggota, selain itu mereka mendapat keuntungan dari transaksi dan uang
yang mereka simpan.

Fakta di atas berdasar pada hasil penelitian yang kami lakukan dimulaj
tanggal 24 sampai 29 Maret 201 1, baik dari hasil pengumpulan dokumentasi,
wawancara maupun pengamatan yang peneliti lakukan. Untuk mendapat data
kami mewawancarai beberapa informan yang memang kompeten dengan
perkembangan Koperasi Wanita Yasmin, mereka terdiri darj pembina,

pengurus dan anggota koperasi. Mereka dengan suka hati menjelaskan
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kenyataan yang terjadi dan mereka alama selama bergabung dengan Koperasi
Wanita Yasmin.

Transaksi hutang-piutang fasanah dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut: Pertama, pengajuan modal oleh anggota koperasi. Kedua, persetujuan
modal. Ketiga, pecarian uang. Dalam pengembalian uang yang dipinjam harus
membayar hasanah tiap bulan sebanyak 2%, dan jika terjadi keterlambatan,
pengutang harus membayar denda 1% perhari dikali jumlah keterlambatan,”

Hasil observasi menunjukkan, transaksi fasana (harus mengembalikan
lebih 2 % dari uang yang dipinjam) tidak dirasakan berat oleh anggota
koperasi, selain karena mereka pasti mendapat keuntungan (bukan kerugian)
dari yang mereka pinjam, keuntungan tersebut setidaknya diperoieh dari hasil
jasa transaksi dan jasa penyimpanan, pada keyataannya, mereka tidak berpikir
panjang untuk pinjam di koperasi walaupun harus mengembalikan lebih,
karena itu sudah biasa terjadi (“urf) dan kebanyakan mereka merasa tertolong
karena dapat melakukan pengembangan usaha para anggota.

Dalam hal pembagian fasanak, dimana 65% kembali kepada anggota,
maka itu yang menjadi daya tarik anggota untuk terus menyimpan dan
bertransaksi di koperasi, karena selain mereka dapat mengambil manfaat dari
uang yang mereka pinjam dan transaksikan, mereka Jjuga dapat membantu/,ﬁ

orang-orang yang membutuhkan, disinilah prinsip ta’awun (tolong-menolong)

” Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Yasmin), tanggal 26 Maret 2011
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berlaku. Dalam peruntuan hasil hasanah sudah menganut prinsip keadilan,
yakni disesuaikan dengan banyaknya modal yang disimpan serta banyak-
sedikitnya transaksi yang dilakukan,

Memang ada beberapa  orang yang secara sengaja tidak
mengoperasionalkan uang yang dihutangnya untuk pengembangan usahanya,
hal itu terjadi bukan kesalahan koperasi yang tidak bisa mengontrol, tapi
kesalahan pihak yang berhutang sendiri, dimana mereka menyalahi perjanjian
sebagaimana tertulis dalam transaksi hutang-piutang yang telah dilaksanakan,
Bagi koperasi, itu bukan tanggung jawab koperasi, tapi individu yang
bersangkutan. Tujuan koperasi jelas untuk membantu pemberdayaan usaha
masyarakat kecil, namun kalau masyarakatnya sendizi tidak bisa bertanggung
jawab, maka itu konsekuwensi bagi masyarakat sendiri, %

Secara umum dengan adanya koperasi, baik pemerintah, pengurus
koperasi, dan anggota, bahu-membahu untuk saling membantu (ta’awun)
memecahkan masalah pengembangan usaha antar mereka, Apalagi banyak
keuntungan yang akan mereka dapatkan dari koperasi itu. Dalam hal
kebijakan-kebijakan yang diambil tidak diputuskan sepihak, tapi selalu
didasarkan pada kesepakan bersama, pihak pengurus selalu memusyawarahkan
positif dan negatifnya dan mempertimbangkan keadilan dalam memberikan

kebijakan, selanjutnya kebijakan dibawa dalam musyawarah untuk disepakati

% Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Yasmin), tanggal 26 Maret 201 |
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oleh seluruh anggota, Jadi dalam prosedur keseluruhan tetap berpegang teguh

prinsip keadilan dan kemanusiaan,

B. Analisis Hukum Isiam Tentang Prosedur Hutang-piutang Hasanah di Koperasi
Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep

Dari kesimpulan Syarat-syarat gard, diantaranya adalah sebagai berikut,
yakni:

Pertama, harus diketahui secara jelas jumlah yang diutangkannya, baik
dengan takaran, timbangan maupun hitungan; kedua, jika berupa hewan
ternak, harus diketahui secara jelas sifat umurnya, Utang harus diperoleh dari
orang sah melakukannya. Sebab, utang tidak sah diperoleh’ dari orang yang
tidak mampu dan dari orang yang gila; ketiga, bila barang yang yang
diutangkan tidak memerlukan biaya pengiriman, pengembaliannya boleh
dilakukan di tempa. mana saja sesuaj permintaan yang mengutangkan,
Sedangkan jika saat mengutangkan tidak ditentukan tempat pengembaliannya,
orang yang mengutangpun tidak berkewajiban mengembalikan seperti yang
diminta oleh yang mengutangkan; keempat, haram bagi yang mengutangkan

mengambil manfaat apa pun selama manfaat inj diperoleh melalui Syarat yang
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ditetapkan kepada yang mengutang, seperti yang diutangkannya itu harus ada
Jjasanya (profit) atau kualitas yang dihutangkan harus lebih baik. 8!

Jika mengacu pada Syarat-syarat di atas, persyaratan keempat bisa
kita kaji dan hubungkan dengan transaksi yang terjadi di Koperasi Wanita
Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, bahwa di koperasi tersebut
mensyaratkan pengembalian lebih yang disebut hasanah, namun maksud dan
tujuannya bukan untuk kepentingan komersil (profit) semata, bukan untuk
kepentingan individi, kelompok atau lembaga, namun hasil Aasanah tersebut
dimaksudkan untuk kebaikan anggota koperasi, karena nantinya sebagian
besarnya dikembalikan lagi diakhir tahun. Selain itu, kebijakan tersebut
diambil setelah ada kesepakatan: dengan pengurus 'dan anggota, termasuk
dalam penentuan keharusan mengembalikan dengan sistem hasanah yang
besarannya 2% dari pinjaman.

Jadi sekalipun ada kewajiban mengembalikan lebih, karena didasari
kesepakatan dan manfaat yang dirasakan, yakni terciptanya lapangan
pekerjaan  baru, meningkatnya penghasilan anggota dan terjaminnya
keamanan uang anggota, mereka juga mendapat keuntungan dari transaksi
dan uang yang mereka simpan, selain karena anggota koperasi menganggap
itu biasa (“urf), maka Syaral pengembalian lebih bagi anggota tidak

memberatkan mereka. Hal ini diakui oleh Astiyah, dimana ia berprofesi

81 < Abdur ar-Rahman Al-Jaziri, Kitabul Fighi ‘Ala Madhshibul Arbs’ab (Fiqih Empat
Madzhab)... hal. 288
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sebagai penjual kebutuhan-kebutuhan rumah, hasanah yang dia harus
bayarkan tidak berat, karena dari bantuan modal yang diberiklan, dia terbantu
untuk mengembangkan usahanya, utamanya kebutuhan-kebutuhan rumah
tangga yang belum terbeli karena kurang modal akhirnya bisa terbeli, dari
penghasilannya dia bisa meraup keuntungan 600.000-700,000 perbulan, jadi
untuk membayar fasanah Astiyah tidak merasa keberatan sebab dari
penghasilannya dia tercukupi,®?

Kanyataan di atas sesuai dengan tujuan syariah adalah merealisasikan
kemaslahatan-kemaslahatan manusia untuk membawa mereka kepada
kebahagiaan di dunia dan dj akherat dengan cara memberikan kemanfaatan
kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan daripadanya. Karéna
kemaslahtan-kemaslahatan manusia terdiri atas daruriyyad, hajiyyat, dan
tahsiniyyat tanpa mensyariatkan hukum untuk merealisasikan hukum dan
memeliharanya; dan Tuhan tidak mensyariatkan hukum kecuali untuk
mewujudkan dan memelihara salah satu dari tiga hal tersebut. Karena Islam
bertujuan menghantarkan  dunia kepada peningkatan kesempurnaan,
kebaikan, kemajuan dan peradaban, maka dakwah Islam merupakan rahmat
bagi umat manusia.® Ha inj dapat disimpulkan dari firman Allah dalam surat

Al-Anbiya’ ayat 107 dan Surat Yunus 57 yang berbunyi:

82 Wawancara dengan Astiyah (Anggota Koperasi Yasmin), tanggal 28 Maret 201 1
% Iskandar Usman, Istibfsa>n...hal. 74-75
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Artinya: “Hygj manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamuy Delajaran dari
Tubanmu dan penyembul bsgi penyakit-penyakit (yang berads)
dalam dada dan petunjuk serta rabmat bagi orang-orang yang

beriman.” (QS. Yunus 37)¢
Dalam prosedur yang terjadi di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora
Barat Ganding Sumenep terdapat - unsur-unsur positif 'scbagaimana telah
dijabarkan dij atag tadi, dimana hal ity yang menyebabkan kegiatan hutang-
piutang hasanah penting diteruskan, karena sesuai dengan adat-istiadat atay
dengan kepentingan umum, Inilah yang dinamakan oleh Imam Hanaufj dengan
nama Jistipsan, dimana ahlj figih tidak mendasarkan hukumnya pada al-
Qur’an dan al-Hadis, tetapi mendasarkan pada kepentingan umum. Para ahli

figih golongan Maliki memberikan perhatian mereka tethadap cara ijtihad

yang didasarkan atas kepentinga umum, lalu mereka susun teori mereka yang

8 Al-Quran dan T erjemahannya, hal. 508
8 Al-Quran dan Terjemahannya, hal. 315
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terkenal dengan nama maslahalh mursalsh. ** Dalam hal ini, mereka
membolehkan memakai alasan kepentingan sebagai salah satu dalil diantara
dalil-dalil syar’i untuk menjadikan kegentingan itu sebagai pertimbangan.®’
Untuk mendukung  kehujjahan Istihsan, golongan Hanafiyah
mengemukakan alasan atau dalil darj al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dalam al-

Qur’an yang mereka kemukakan adalah:

Le
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Artinya: “ Yang mendengarkan Perkataan Jaly mengikuti apa yang paling
baik di antaranya, mereka Itulah orang-orang yang telah diberi
Allah petunjuk dan mereis dtulah orang-orang yang mempunyaj

akal.” (Al-zumar 18)%
Menurut mereka, ayat ini memuji Orang-orang yang mengikuti
pendapat yang paling baik. Sedangkan surat kedua memerintahkan untuk

mengikuti yang paling baik dari apa yang diturunkan Allah, Sedangkan dari

sunnah mereka jadikan dalil adalah hadis:

O bl Qi el L, Osalddl 3175

8 Mas}lahfah mursalah adaigh maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan tujuan-
tujuan syariat Islam. Lih. Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-figh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003),
hal. 427.

¥ M. Sonhadji, Dasar-Dasar Pengembangan Syariah, (Jakarta: LSIK, 1976), hal, 18,
Maktabah Syamela, Pakistan,

5 Al-Quran dan Tegjemahannya, hal. 748



70

“Apa yang dipandang baik oleh muslimin, maka hal itu Juga baik di
sisi Allah”*

Adapun ijma’ yang mercka jadikan alasan adalah ijma’ ulama
terhadap masalah pemakaian kamar mandi umum tanpa disebutkan lamanya
masa pemakaian dan banyaknya air yang digunakan,”

Dalam prosedur hutang-piutang di Koperasi Yasmin Bilapora Barat
Ganding Sumenep juga mengandung Maslahah yang besar, yakni karena
perannya yang sangat stategis dalam permberdayaan ekonomi masyarakat
S€cara terorganisir. Transaksi dengan model hasanah sudah dianggap biasa
(‘urf) oleh masyarakat di sana dan mereka juga merasa senang karena bisa
terbantu dalam pengembangan usahanya. Fenomena ini adalah positif dan
dianggap baik oleh masyarakat angngota koperasi schingga berlaku hadis
nabi di atas tadi:

Cruin A1 A e LA Orsaliddd 317, G

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut
Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik””!

Jadi nampak dari penjelasan dan fakta dilapangan, menunjukkan
pelaksanaan fanasah yang berjalan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora

Barat Ganding Sumenep, masih memenuhi kriteria baik dan sah menurut

® HR. Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, jus 6, hal. 84, no. 3.600, Maktabah Syamela,
Pakistan.

** Iskandar Usman, Jstihsdn, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 62-63

" HR. Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Jus 6, hal. 84, no. 3.600, Maktabah Syamela,
Pakistan
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hukum Islam, karena para anggota koperasi merasa terbantukan dengan
adanya pinjamaan dari koperasi yang selanjutnya hasil hasanah nantinya
sebagian besarnya juga akan kembalj kepada meraka. Hal inj juga bisa
dikatakan bahwa model hasanah ini mereka (Anggota Koperasi) perlukan
sebagai penopang pengembangan ekonomi mereka. Dalam hal inj berlaku
Qaidah:

a3 'l S0k e 8l 45y BRI

Artinya: “Hajar (kebutuhan) itu mnduduki kedudukan dharurat bajk hajat
umum (semua orang) ataupun hajat khusus(perorangan), "*?

Kitika suatu kebutuhan berkududukan seperti  dharurjyyat dimana
dharuriyyat itu merupakan intisari dari hukum Islam (magqasyid as-syariah)
yang harus terpenuhi agar mencapai tujuan-tujuan maslahah yang memang
dibutuhkan manusia, maka dibolehkan atas Sesuatu yang sebelumnya tidak
dibolehkan, sebagaimana Qaidah:

A A Gy Sl
“Sesuatu yang dilarang dibolehkan kalau sifatnya darurat”

Pada sesuatu yang berhubungan dengan harta atau muamalah,
dituntut untuk menambah dan mengembangkan harta dan memeliharanya
dari kesukaran dan sia-sia, karena harta merupakan kekuatan umat
seluruhnya. Para ulama ushul figih menarik kesimpulan bahwa hukum Islam

mengutamakan kemudahan dan kelapangan serta menolak kesukaran dan

*2 Abdul Mujib Al-Qawaiidul Fighiyyah, (PT. Donaloka, cet. 1, 1992), hal. 44
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kesulitan. Dan dari hasil penelitan induksi terhadap masalah-masalah
hajiyyat itu pula para ulama figih menarik suatu kaidah daiam masalah itu,
yaitu kaidah yang berbunyi:

Artinya: “Kesukaran ity memberi kemudahan”’?’

Dari penjelasan tentang masiahah di atas, Imam Malik mengajukan
tiga syarat yang dapat dipahami:

Pertama. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagi
sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’ah (maqashid as-
syari’al). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak boleh
menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang
qgat’jy, akan tetapi harus sesuai dengan maslahah-maslahah yang memang
ingin diwujudkan oleh syar’i. Misalnya, jenis maslahah itu tidak asing,
meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas; kedua. Maslahah itu
harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan
pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok
rasional akan dapat diterima; ketiga. Penggunaan dalil mas/ahah ini adalah
dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (raf haraj lazim)
dalam pengertian, seandainya mas/ahah yang dapat diterima akal itu tidak

diambil, niscaya menusia akan mengalami kesulitan. Allah berfirman:

* Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-figh... hal. 237
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T G ol oKk Jas G-
Arttinya: Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamuy dalam
agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78+
Syarat-syarat di atas adalah Syarat-syarat yang masuk akal yang dapat
mencegah penggunaan sumber dalil inj (tnaslahah mursalah) tercerabut dari
akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-
nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat
dengan maslahah mursalah, Syarat-syarat di atas menurut Maliki dapat
diterima dan dapat dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-
syarat tersebut.” Dan kalau mengancu pada fakta yang terjadi di Kopeasi
Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, Syarat-syarat di atas masih
terlaksana dengan baik dan segala prosedur di dalamnya tidak bertentangan

dengan Hukum Islam.

** Al-Quran dan Terjemahannya, hal. 523
* Muhammad Abu Zahra, Ushul Figih.., nal. 428,



BABYV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dengan paparan dan penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapat
disimpulkan bahwa:

1. Prosedur hutang-piutang panasah yang berjalan di Koperasi Wanita Yasmin
Bilapora Barat Ganding Sumenep hampir sama dengan lembaga-lembaga
keuangan lain, yakni: Pertama, pengajuan modal oleh anggota koperasi.
Kedus, persetujuan modal. Ketiga, pecarian uang. Dalam pengembalian
uang yang dipinjam harus membayar fasanah tiap bulan sebanyak 2%, dan
iika terjadi keterlambatan, pengutang harus membayar denda 1% perhari
dikali jumlah keterlambatan,

2. Prosedur hutang-piutang pasanat di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora
Barat Ganding Sumenep, masih sah menurut hukum Islam. Praktek hutang-
piutang jasanah juga mengandung mas/ahah, hal ini sesuai dengan metode
istihsan berdasar pada ayat Qur’an Surat Al-zumar ayat 18 dan hadis
riwayat Imam Ahmad. Kebolehan tersebut karena perannya yang sangat
strategis dalam permberdayaan ekonomi. Transaksi dengan model 4asanah
sudah dianggap biasa (‘urf) oleh masyarakat di sana dan mereka juga

merasa senang karena terbantu dalam pengembangan usahanya. Selain itu,
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dalam pengambilan kebijakan hasanah sudah atas persetujuan anggota dan

pengurus, sehingga kebijakan ini tidak memberatkan anggota koperasi.

B. Saran-Saran

Dari data yang penulis peroleh serta hasil analisis terhadap data yang
ternyata sesuai dengan hukum Islam, maka penulis menyarankan:
. Kepada pengurus dan anggota koperasi, agar terus mengembangkan koperasi
Wanita Yasmin yang sudah berjalan. Tunjukkan bahwa koperasi ini bisa
menjadi solusi bagi kebutuhan permodalan, khususnya pengusaha yang
bergerak di level mikro, sehingga dengan media koperasi tersebut mudah-
mudahan akan dapat mendongkrak pendapatan masyarakat,
. Kepada insan akademisi, mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa dijadikan
rujukan untuk dikembagkan dengan penelitian-penelitian yang lebih
mendalam, sehingga berguna bagi pengembangan keilmuan figih Islam,
maupun bagi kescjahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, sesuai

kehendak dan tujuan syariah (magashidus Syari ‘ah).
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